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ABSTRAK :  Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf f   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang; 

  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota. 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini 

adalah: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015 Nomor 130,  

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 



Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil WaliKota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 

03/Kpts/KPU-Prov-027/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Gorontalo Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-027/2016 Tentang Perubahan 

Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 01/Kpts/KPU-

Prov-027/V/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017. 

  Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 10/Kpts/KPU-Prov.027/2016 

diatur tentang:  

- Menetapkan Standar Kemampuan Sehat Jasmani, Rohani dan  Bebas 

Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil 

Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan. 

- Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas 

Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, dilaksanakan oleh Tim Medis 

atau Pemeriksa yang profesional dan Imparsial yang dibentuk oleh 

Rumah Sakit Yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Gorontalo; 

 

 CATATAN :  -    Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2016, 

-   Keputusan ini terdiri dari 5 halaman dan Lampiran 8 Halaman 


